PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Undang—Undang Nomor 9 prt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



10. P

11.
12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor .244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Menetapkan - PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

SENSUS BARANG MILIK DAERAH.

BAB | A
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '



10.
11,
12,
13.

14,

15.

16. P

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tebing Tinggi. _

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pPengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
bPenatausahaan dan pembinaan, Péngawasan dan

.l;enyaltaanla yang sebenarnya, '
engelola Barang Milik Daerah Yang selanj 1
Jutnya disebuyt
gengelola bare}n adalah pejabat yang berwenang dan
ertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan

;prelnggunaan barang milik daerah  selaky bengguna

88aran /pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.
Pejabat Pe'{latausghaan Barang adalgh kepala SKPD yang
mempunyaj fungsi pPengelolaan barang milik daerah selglk
gejabat pengelola keuangan daer . !
p::gguna l;arang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai

g8una arang adalah Pejabat Peémegang kewenan an
g;.n%gﬁn;an Barang Milik Daerah, 8

a €natausahagn Pengguna Baran j

: g adalah pe

yang melaksanakan fungsi tatg usaha barang milik lc?la'.]:faaff

;{euasa 'Pl‘:nuﬁ:n;e fgguaﬁg %/ﬁhk Daerah selanjutnya disebut
bagai . ..« darang adalah ke a i ]
atau Pejabat Yang ditunjuk oleh Penggunapl:;laranur:tuﬁ(te:::,la{l

. menggunakan barang Yang beradg dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya.
engurus Barang Pengelola adalah pej

J €jabat i i -
tugas menerima, menyimpan, Irizc':ngelugt’ral'?agn dlsefiﬁ

Mmenatausahakan ili
Penag) Baranar.ang milik  daerah Pada Pejabat



17,

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa
Pengguna Barang. -

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

-Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik
daerah.

Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR
adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang
ada dalam ruangan kerja.

Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB
adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris
Secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data
asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data
lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama
barang itu belum dihapuskan.

Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah
himpunan catatan data teknis dan administratif yang

Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII
merupaksn gabungan/kompilasi buku inventaris,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
. Pasal 2

Maksud pelaksanaan sehsus barang milik daerah adalah:

a.

untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buky
inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan
akurat (up to date);

menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam
pengelolaan barang milik daerah; dan

memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang

milik daerah.

A Pasal 3

1. volume/jumlah fisik;
2. spesifikasi;
3. kondisi (baik/rusak ringan /rusak berat);



4. harga; dan '

S. data pendukung lainnya.

tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan
untuk:

perencanaan;

penentuan kebutuhan;

penganggaran;

pengadaan;

penyimpanan dan penyaluran;

pemeliharaan; .

penghapusan;

pengendalian;

- pemberdayaan/pemanfaatan; dan

10. pengamanan. . ' '

terlaksananya  pemutakhiran dan legalisasi  status
penggunaan barang milik daerah pada setiap SKPD/Unit
Kerja untuk mendukung data yang reliabel sesuai dengan
azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi,
azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai.

PNoONRLON-

e

BAB III

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 4

Sensus barang milik daerah dilaksanakan sekali dalam 5

(lima) tahun.

Pelaksanaan sensus barang milik daerah meliputi:

a.. barang yang dibeli atay iperoleh atas beban APBD; atau

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak; :

C. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Sensus barang ‘milik daerah dilaksanakan oleh panitia
sensus barang milik daerah.

Panitia 'sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Petunjuk Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. :



BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Juli 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 13

Sahr},a}llﬁﬁs\&éidengan aslinya
/‘Kepala Bagian Nukum




